


Mengingat

Menetapkan

d. bahwa

dimaksud dalam huruf a, huruf b,
menetapkan Peraturan Wali Kota

Hibah  Biaya

Teknis

Penyaluran

berdasarkan pertimbangan

sebagaimana
dan huruf c perlu
tentang Petunjuk

Operasional

Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Kota Surakarta;

1. Undang-Undang Nomor

16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kpta Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 No

mor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan

Indonesia Tahun 2014 Nomor

Daerah

(Lembaran

Negara Republik

244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)

sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir

dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor

Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

238, Tambahan

Lembaran Negara

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN

HIBAH BIAYA

OPERASIONAL

PEMBERDAYAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

KOTA SURAKARTA.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dim

1. Daerah adalah

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kota Surakarta.

laksud dengan:

2. Pemerintahan...




Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsi

p otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daers

hh yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Surakafta.

Rukun Tetangga yang selanjutnya
yang dibentuk mel

setempat dalam

lembaga

masyarakat

pemerintahan dan kemasyarakats

oleh Lurah.
Rukun Warga yang selanjutnya ¢
bagian dari wilayah kerja lural
lembaga yang dibentuk berdass
pengurus RT di wilayah kerjanya y;
Lurah.
Hibah Biaya Operasional Pemberﬁ
yang selanjutnya disingkat Hibah
hibah yang bersumber dari Anggar
Belanja Daerah yang termasuk da
Pemerintah.
Naskah Perjanjian Hibah Daeral
disingkat NPHD adalah naskah pe
bersumber dari Anggaran Penda
Daerah antara Pemerintah Daeral
Hibah.

disebut RT adalah
alui musyawarah
rangka pelayanan

in yang ditetapkan

lisebut RW adalah
n dan merupakan
irkan musyawarah

ang ditetapkan oleh

layaan RT dan RW
BOP RT/RW adalah
an Pendapatan dan

lam hibah Program

)y yang selanjutnya

rjanjian Hibah yang
patan dan Belanja

h dengan penerima

Pasal 2...




(2)

Pasal 2
Maksud diberikannya Hibah BO
sebagai stimulan dalam ra

P RT/RW adalah

gka mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi RT ddn RW.
Tujuan diberikannya Hibah BOP RT)/RW, antara lain:

a.

peningkatan  partisipasi

peningkatan pelayanan masyarakat;

syarakat: dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

dan

c. peningkatan pemberdayaan mdsyarakat. |

BAB 11
SASARAN, ALOKASI DAN K

Pasal 3

EGUNAAN

Sasaran penerima Hibah BOP RT/RW adalah RT dan RW di

wilayah Kota Surakarta yang dibe

ntuk berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4
Besaran
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
anggaran.
Besaran Hibah Biaya Operasig
Rp1.500.000,00 (satu juta lima

untuk satu tahun anggaran.

Pasal 5
Penerima Hibah sebagaimana dima
diwakili oleh Ketua RT dan Ketua R
Ketua RT dan Ketua RW sebagaims
ayat (1) ditetapkan sebagai pen

RT/RW dengan Keputusan Wali Kot

Hibah Biaya Operasipnal RT

sebesar

untuk satu tahun

ynal RW sebesar

ratus ribu rupiah)

ksud dalam Pasal 3
W.

ana dimaksud pada
erima Hibah BOP

a.

Pasal 6...




Pasal 6

Hibah Biaya Operasional RT dan RW digunakan untuk:

(1)

(2)

penyediaan makanan dan minuman rapat;

pembelian alat tulis kantor dan materai;

jilid dan/atau penggandaan; dan

biaya kegiatan penunjang pemberdayaan RT dan RW

lainnya.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 7

Pengajuan permohonan Hibah BQP RT/RW diajukan

oleh Lurah berdasarkan data yang
Lurah.

Permohonan Hibah sebagaimana ¢

telah disahkan oleh

limaksud pada ayat

(1) disampaikan paling lambat sgbelum penyusunan

RKPD, untuk diusulkan dan diang
anggaran berikutnya, sedangkan
APBD disar

paling  lambat

penyusunan RKPD Perubahan pad

Bagian Kedua

Kecamatan

rgarkan pada tahun
untuk Perubahan
npaikan sebelum

5 tahun berkenaan.

sub unit

Penganggaran
Pasal 8
Hibah BOP RT/RW dicantumkah dalam Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran
Kelurahan.

Sub rincian objek belanja Hibah

BOP RT/RW yaitu

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga

Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

BAB V...




(1)

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Ketentuan

Pasal 9

Pencairan Hibah BOP RT/RW didasarkan pada DPA

dan NPHD.

Pencairan Hibah BOP RT/RW
mekanisme pembayaran
ketentuan
disalurkan melalui Rekening Kas

rekening penerima Hibah.

langsung sesuai

peraturan perundang-undangan,

dilakukan dengan
dengan
dan

Umum Daerah ke

Pencairan Hibah BOP RT/RW diberikan sekaligus

setelah memenuhi syarat pencairan.

Dalam hal terjadi perubahan nama Ketua RT/RW

penerima Hibah yang tercantum dalam dokumen

permohonan dengan nama Ketua

RT/RW pada saat

proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a.

Lurah mengajukan permohonyat

BOP RT/RW kepada Wali

dalam hal pergantian karena meninggal dunia,

harus dilengkapi dengan
kematian dan
dan/atau

organisasi/lembaga yang bers

dalam hal terjadi pergantian

pengangkatan

surat keterangan

surat keputusan penggantian

pimpinan
angkutan; atau

karena alasan lain,

maka harus dilengkapi dengan surat keputusan

penggantian dan/atau peng

angkatan pimpinan

organisasi/lembaga yang bersangkutan yang

diketahui oleh pejabat yang b¢rwenang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

Ko

B

n pencairan Hibah

ta melalui Kepala

erangkat Daerah...




(2)

(4)

(5)

(6)

Perangkat Daerah yang menyel

rniggarakan  fungsi

keuangan selaku BUD dengan dilengkapi persyaratan

administrasi meliputi:
a. proposal yang Dberisikan

kegunaan dan besaran,;

penerima hibah;

c. Fotocopy rekening bank yan

lampiran permohonan yang

maksud, tujuan,

berisikan daftar

b masih aktif atas

nama Lembaga RT dan/atau RW;

Hibah;
e. NPHD rangkap 2 (dua) berma

Keputusan Wali Kota tentan»g Daftar Penerima

terai sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. berita acara verifikasi dari Lurah terkait; dan

g. persyaratan lainnya sesuai k

perundang-undangan.

etentuan peraturan

Format permohonan pencairan hibah BOP RT/RW

sebagaimana dimaksud pada ayat |
Lampiran | yang merupakan bagia
dari Peraturan Wali Kota ini.

Format proposal sebagaimana dim
huruf a tercantum dalam Lampiran

bagian tidak terpisahkan dari Perat

1) tercantum dalam

n tidak terpisahkan

Flksud pada ayat (1)
| Il yang merupakan

uran Wali Kota ini.

Format lampiran permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b tercantum
yang merupakan bagian tidak

Peraturan Wali Kota ini.

dalam Lampiran III

terpisahkan dari

Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali

Kota ini.

Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f tercantum
yang merupakan bagian tidak

Peraturan Wali Kota ini.

dalam Lampiran V

terpisahkan dari

Bagian Ketiga...







Bagian Ketiga

Naskah Perjanjian Hibah Daerah



(1)

(3)

(2)

Bagian Ketiga

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 11
Pemberian Hibah BOP RT/RW ditu
NPHD yang ditandatangani oleh Lu
Hibah.
NPHD sebagaimana dimaksud pads
didasarkan pada Penjabaran APBD
NPHD sebagaimana dimaksud pada
sedikit memuat ketentuan mengen;

a. pemberi dan penerima Hibah;

b. tujuan pemberian Hibah;

c. besaran penggunaan Hibah ygq
d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyera
f.  tata cara pelaporan Hibah; dan

g pengawasan dan sanksi.

BAB VI

angkan dalam

rah dan penerima

L ayat (1)
dan DPA.
1 ayat (1) paling

ri:
ing akan diterima;

han Hibah;

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12
Pertanggungjawaban penerima H

meliputi:

ibah BOP RT/RW

a. surat pengantar laporan pertajnggungiawaban;

b. laporan penggunaan Hibah; dan

C. surat pernyataan

tanggy

ng jawab yang

menyatakan bahwa Hibah j'ang diterima telah

sesuai proposal dan NPHD.
Pertanggungjawaban
pemberian Hibah BOP RT/RW melj
a. proposal

kepada Wali Kota;

Pemerintah

permohonan pencairan dari

Daerah atas
puti:

Lurah

b. Keputusan Wali Kota tentaﬁlg Daftar Penerima

Hibah BOP RT/RW;
c. NPHD;

d. Surat Perintah...




(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

d. Surat Perintah Pencairan Dana; dan

e. tanda terima.

Dalam hal terdapat penerima Hibah BOP RT/RW

masih terdapat

sisa anggaran

dan/atau tidak

dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan

maka penerima hibah wajib menyetorkan ke Rekening

Kas Umum Daerah paling lambat

tahun anggaran berkenaan.

tanggal 31 Desember

Penerima Hibah BOP RT/RW sehagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e apabila sampai dengan akhir

tahun belum mengambil

otomatis dana Hibah BOP RT

uangnya maka

secara

RW tersebut akan

dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pengembalian secara otomatis
sebagaimana dimaksud pada
dengan:

a. surat tanda setor; dan

b.  Dberita acara setor kembali

Hibah BOP RT/RW
ayat (4) dilengkapi

dengan dilengkapi

rekapitulasi nama penerima Hibah BOP RT/RW.

Format surat pengantar laporan

sebagaimana dimaksud pada

pertanggungjawaban

ayat (1) huruf a

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Format laporan penggunaan
dimaksud pada ayat (1) huruf

Lampiran VII

yang merupakan

hibah
b tercantum dalam
tidak

sebagaimana

bagian

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf

Lampiran VIII

yang merupakan

¢ tercantum dalam

bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Klota ini.

BAB VII...










LAMPIRAN [

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 9.3 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT PROPOSAL HIBAH BOP RT/RW

A. Latar Belakang

Bahwa Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) m
Kemasyarakatan Kelurahan yang mempunyai tugas men

penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan fungsi:

c. Dst.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi tersebut ui

lerupakan Lembaga

\bantu Lurah dalam

ntuk meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan *emasyarakatan di

kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dex
melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang ber¢
royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkar
masyarakat dan kesejahteraan bersama, dipandang

Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan RT/RW*.

. Maksud dan Tujuan

Maksud diberikannya Hibah Biaya Operasional Pem

adalah sebagai stimulan dalam rangka mendukung pelal

fungsi RT/RW*,

Tujuan diberikannya Hibah Biaya Operasional Pemb

antara lain:

a.peningkatan pelayanan masyarakat;

b.peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaa

pembangunan; dan

c. peningkatan pemberdayaan masyarakat.

1gan membina dan
Hasarkan kegotong-
1 pelayanan kepada

perlu memberikan

berdayaan RT/RW*

ksanaan tugas dan

erdayaan RT/RW*,

n dan pelaksanaan










LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SURAK|
NOMOR 9.3 TAHUN 2023

ARTA

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN

TETANGGA DAN RUKUN WARGA| KOTA SURAKARTA

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH UNTUK HIBAH

PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN
RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA*
KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH OPERASIONAL PERMBH
RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
TAHUN ANGGARAN

..................

................

ERDAYAAN

.......

.......................................................

tanggal

................................................

................

1. Nama
Jabatan

..........................................................

Kepala ... ( SKPD/Unit SKPD ) ......
berdasarkan Keputusan Wali Kota
......... Tahun tentang Penunju
diberi wewenag atas Nama Wali
Menandatangani Naskah Perjanjian

Kota Surakarta,
Burakarta Nomor
kan Pejabat yang
Kota Surakarta
hibah Daerah

..........

Tahun Anggaran , dalam hal ini be
jabatan tersebut dan oleh karena it
atas nama Pemerintah Kota Surakart
di Jl. Jendral Sudirman No. 02
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE|

/ Terlampir

2. Nama
Jabatan

.............

Kelurahan Kecamatan

..................

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PA

bersama - sama mengadakan perikatan perjanjian sebagai 1

Ketua Rukun Tetangga (RT) / Ruki

'rtindak di dalam
u bertindak dan
a, berkedudukan
Surakarta, yang
SATU.

.....................

\K KEDUA

RA PIHAK secara
verikut :






















